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ABSTRAK 

Tindak pidana penadahan sampai saat ini masih dilematis dan menjadi masalah 

yang cukup serius serta memerlukan pemecahan. Permasalahan dalam tesis ini 

adalah bagaimana pengaturan hukum tindak pidana penadahan sepeda motor hasil 

pencurian menurut hukum yang berlaku di Indonesia, bagaimana upaya 

penanggulangan tindak pidana penadahan sepeda motor hasil pencurian, bagaimana 

pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 767/Pid.B/2022/PN Lbp. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan normatif (legal 

research) yaitu pendekatan terhadap permasalahan, dilakukan dengan mengkaji 

berbagai aspek hukum dari segi peraturan-peraturan yang berlaku. Berdasarkan 

hasil penelitian diketahui bahwa upaya penanggulangan tindak pidana penadahan 

sepeda motor hasil pencurian adalah upaya pre-emtif, upaya represif, dan upaya 

preventif. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 767/Pid.B/2022/PN 

Lbp adalah seluruh unsur 480 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana telah 

terpenuhi serta tidak ada alasan pembenar dan pemaaf, sehingga dinyatakan 

bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang meringankan 

terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan, terdakwa 

menunjukkan sikap menyesali perbuatannya.  

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penadahan, Hasil Pencurian. 

 

ABSTRACT 

Until now, the criminal act of detention is still a dilemma and is quite a serious 

problem and requires a solution. The problem in this thesis is how the legal 

regulation of the criminal act of holding a motorbike resulting from theft is 

according to the law in force in Indonesia, how to deal with the criminal act of 

holding a motorbike resulting from theft, what are the legal considerations of the 

judge in Decision Number 767/Pid.B/2022/PN Lbp. This research uses a 

descriptive method through a normative approach (legal research), namely an 

approach to problems, carried out by examining various legal aspects in terms of 

applicable regulations. Based on the results of the research, it is known that efforts 

to overcome the criminal act of stealing stolen motorbikes are pre-emptive efforts, 

repressive efforts and preventive efforts. The judge's legal consideration in 

Decision Number 767/Pid.B/2022/PN Lbp is that all elements of 480 paragraph (1) 

in conjunction with Article 55 paragraph (1) 1e of the Criminal Code have been 

fulfilled and there is no justification or excuse, so he is declared guilty, and 

aggravating and mitigating factors. What made it easier for the defendant to be 
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frank and polite during the trial was that the defendant showed regret for his 

actions.  

Keywords: Law Enforcement, Detention, Proceeds of Theft. 

 

PENDAHULUAN 

Peraturan-peraturan hukum yang telah ada di masyarakat wajib untuk ditaati 

karena berpengaruh pada keseimbangan dalam tiap-tiap hubungan antar anggota 

masyarakat. Kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat menyebabkan 

terjadinya ketidakpercayaan antara anggota masyarakat itu sendiri maupun 

ketidakpercayaan dengan aparat penegak hukum dan pemerintah. Terlebih dengan 

kondisi perekonomian negara kita yang sulit saat ini, mengakibatkan timbulnya 

kasus kriminalitas yang terjadi dalam masyarakat yang dilatarbelakangi karena 

kebutuhan hidup yang mendesak.  

Kondisi yang terjadi setiap hari dan dialami oleh masyarakat sebagai 

contohnya, penjambretan, penodongan, pencurian, perampokan, penganiayaan, 

perkosaan, pembunuhan, tawuran remaja, atau lebih dikenal dengan “kejahatan 

jalanan” atau street crime” menjadi tantangan bagi proses penegakan hukum. 

Kejahatan dapat diartikan secara kriminologis dan yuridis. Kejahatan dalam 

arti kriminologis yaitu perbuatan manusia yang menodai norma-norma dasar dari 

masyarakat. Kejahatan dimaksud sebagai perbuatan yang menyalahi aturan-aturan 

yang hidup dan berkembang di masyarakat. Kejahatan secara yuridis yaitu perilaku 

jahat atau perbuatan jahat dalam arti hukum pidana maksudnya bahwa kejahatan itu 

dirumuskan di dalam peraturan-peraturan pidana. Masalah pidana yang paling 

sering terjadi di dalam masyarakat adalah tindak pidana terhadap harta kekayaan 

(tindak pidana materiil), seperti pencurian, pemerasan, penggelapan, penipuan, 

pengrusakan, dan penadahan.  

Salah satu tindak pidana terhadap harta kekayaan yang masih sering 

menimbulkan perdebatan adalah tindak pidana penadahan kendaraan bermotor 

yang berasal dari hasil pencurian. Pencurian kendaraan bermotor semakin marak 

dengan berbagai macam modus operandi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana 

pencurian kendaraan bermotor pada saat ini. Kalau hal ini tidak dapat diatasi tentu 

perbuatan tersebut sangat meresahkan masyarakat.  
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Adanya penadahan ini maka tindak pidana terkhusus terhadap harta benda 

dapat meningkat dan berkembang, bahkan dengan adanya penadahan orang yang 

semulanya tidak ingin melakukan kejahatan akan tetapi dengan adanya penadahan 

muncul keinginan pada seseorang untuk menjual, menyewakan, menukarkan, 

menggadaikan barang kepada penadah dan memperoleh keuntungan meskipun cara 

yang dilakukan adalah degan cara melawan hukum. Dengan adanya penadah maka 

akan memudahkan bagi orang yang melakukan tindak kejahatan dimana penadah 

membantu untuk menyalurkan benda yang merupakan hasil kejahatan ataupun 

membantu pelaku kejahatan untuk memperoleh keuntungan atas benda hasil 

kejahatan tersebut. 

Tindak pidana penadahan merupakan kejahatan terhadap harta kekayaan. 

Sebagaimana pengertian kejahatan terhadap harta kekayaan tersebut adalah berupa 

perkosaan atau penyerangan terhadap kepentingan hukum orang lain (bukan milik 

tertindak), dimuat dalam buku II KUHP yaitu tindak pidana pencurian, pemerasan, 

penggelapan barang, penipuan, merugikan orang berpiutang dan berhak, dan 

penghancuran atau pengrusakan barang, dan penadahan (begunsting). 

Kebanyakan penadahan ini sering yang menjadi objek utama adalah 

kendaraan bermotor roda dua, selain kecil dan dapat dipecah dengan mudah 

dibengkel- bengkel, penggunaannya dapat dilakukan di lokasi bebas dari tertib lalu 

lintas. Selain itu pada tindak pidana penadahan ini pelaku sudah mengetahui bahwa 

barang atau objek seperti kendaraan bermotor tersebut merupakan hasil kejahatan 

yang dapat dijual tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah seperti Surat Tanda 

Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). 

Menentukan bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana penadahan harus 

memenuhi unsur yang antara lain pelaku mengetahui yakni benda tersebut berasal 

dari hasil kejahatan, bahwa pelaku menghendaki atau memiliki maksud untuk 

melakukan perbuatan tindak pidana penadahan dan adanya keinginan dan dorongan 

untuk memperoleh keuntungan. 

Tindak pidana penadahan kendaraan bermotor sudah cukup 

mengkhawatirkan dan hal ini dilakukan dengan berbagai modus operandi, selain itu 

tindak pidana ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja bahkan remaja 
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sekalipun.  Selain itu karena maraknya kasus pencurian kendaraan bermotor 

mempermudah penadah untuk mendapatkan sepeda motor roda dua dari pelaku 

pencurian kendaraan bermotor. Penyebab semakin maraknya terjadi tindak pidana 

pencurian kendaraan bermotor adalah diantaranya semakin marak juga tindak 

pidana penadahan kendaraan bermotor hasil curian tersebut sehingga para pelaku 

pencurian kendaraan bermotor (curanmor) tidak merasa kesulitan untuk 

memasarkan kendaraan bermotor hasil curiannya.  

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian adalah upaya untuk menemukan, mengembangkan dan 

menguji kebenaran suatu pengetahuan dimana usaha tersebut dilakukan dengan 

menggunakan metode ilmiah.  Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah 

yuridis normatif  yaitu suatu penelitian yang menempatkan norma sebagai obyek 

penelitian, baik norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, norma hukum 

yang bersumber dari suatu undang-undang 

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang 

menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-

undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang 

di gunakan untuk memperoleh data sekunder adalah dengan cara studi kepustakaan. 

Untuk melengkapi penelitian ini agar mempunyai tujuan yang jelas dan terarah serta 

dapat dipertanggung jawabkan sebagai salah satu hasil karya ilmiah. 

Teknik untuk memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan 

yang diteliti, dilaksanakan penelitian studi kepustakaan (library research). Studi 

Kepustakaan ini untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau 

penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. 

Kepustakaan tersebut berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah sarjana, 

dan lain-lain. 

Analisis bahan-bahan hukum dalam penelitian ini akan dilakukan secara 

kualitatif artinya menguraikan bahan-bahan hukum secara bermutu dengan bentuk 

kalimat yang teratur, runtun, logis, dan tidak tumpang tindih serta efektif, sehingga 

memudahkan interpretasi bahan-bahann hukum dan pemahaman hasil analisa. 
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Komprehensif artinya dilakukan secara mendalam dan dari berbagai aspek sesuai 

dengan lingkup penelitian. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Suatu tindak pidana adalah dilarang oleh aturan pidana dan pelakunya 

diancam dengan pidana, sedangkan melawan hukum dan merugikan masyarakat 

menunjukkan sifat perbuatan tersebut. Suatu perbuatan yang bersifat melawan 

hukum dan merugikan masyarakat belum tentu hal itu merupakan suatu tindak 

pidana sebelum dipastikan adanya larangan atau aturan pidananya (Pasal 1 KUHP) 

yang diancamkan terhadap pelakunya. Perbuatan yang bersifat melawan hukum dan 

yang merugikan masyarakat banyak sekali, tetapi baru masuk dalam lapangan 

hukum pidana apabila telah ada larangan oleh peraturan pidana dan pelakunya 

diancam dengan hukuman. 

Apakah sesuatu perbuatan itu merupakan tindak pidana atau tidak, haruslah 

dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku (hukum pidana 

positif). Di dalam KUHPidana yang berlaku sekarang ini, tindak pidana ini dibagi 

menjadi dua kelompok yaitu kejahatan yang diatur dalam Buku Kedua dan 

pelanggaran yang diatur dalam Buku Ketiga. Apa kriteria yang dipergunakan untuk 

mengelompokkan dari dua bentuk tindak pidana ini, KUHPidana sendiri tidak ada 

memberikan penjelasan sehingga orang beranggapan bahwa kejahatan tersebut 

adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang  berat, dan pelanggaran adalah 

perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang ringan. Hal ini juga didasari bahwa  

pada kejahatan umumnya sanksi pidana yang diancamkan adalah lebih berat 

daripada ancaman pidana yang ada pada pelanggaran. 

Tindak pidana pencurian menunjukkan kecenderungan meningkat baik 

kuantitas maupun kualitasnya, hal ini tentunya meresahkan masyarakat dan menjadi 

salah satu penyakit masyarakat yang harus ditindak secara seksama.  

Kata pencurian berasal dari kata dasar yang mendapat awalan me- dan 

akhiran-an. Menurut WJS. Poerwardarminta: “Pencuri berasal dari kata dasar curi 

yang berarti sembunyi-sembunyi atau diam-diam dan pencuri adalah orang yang 

melakukan kejahatan pencurian. Dengan demikian pengertian pencurian adalah 
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orang yang mengambil milik orang lain secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam 

dengan jalan yang tidak sah.” 

Pengertian pencurian dalam rumusan Pasal 362 KUHPidana adalah sebagai 

berikut: “Barang siapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian 

kepunyaan orang lain, dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, 

diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau 

pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.” 

Mengenai tindak pidana pencurian diatur dalam BAB XXII Buku II Pasal 

362 KUHP yang berbunyi “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang 

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki 

secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling 

lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.  

KUHP tidak memberikan pengertian dari pencurian, hal ini dapat diketahui 

dalam KUHP BAB IX buku I tentang arti beberapa istilah yang dipakai dalam kitab 

undang-undang tersebut tidak dijelaskan.  Di dalam rumusan Pasal 362 KUHP 

dapat diketahui bahwa tindak pidana pencurian itu merupakan tindak pidana yang 

diancam hukuman adalah suatu perbuatan yang dalam hal ini adalah “mengambil” 

barang orang lain. Tetapi tidak setiap mengambil barang orang lain adalah 

pencurian, sebab ada juga mengambil barang orang lain dan kemudian diserahkan 

kepada pemiliknya dan untuk membedakan bahwa yang dilarang itu bukanlah 

setiap mengambil barang melainkan ditambah dengan unsur maksud untuk dimiliki 

secara melawan hukum. Sedangkan unsur objektif dari tindak pencurian adalah 

perbuatan mengambil, barang yang keseluruhan atau sebagian milik orang lain, 

secara melawan hukum, sedangkan unsur subyektifnya adalah untuk dimiliki secara 

melawan hukum.  

Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang 

tersebut sudah pindah tempat. Bila orang baru memegang saja barang itu dan belum 

berpindah tempat maka orang itu belum dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru 

mencoba mencuri. 

Unsur mengambil ini mempunyai banyak penafsiran sesuai dengan 

perkembangan masyarakat. Mengambil semula diartikan dengan memindahkan 
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barang dari tempatnya semula ke tempat yang lain, hal ini berarti membawa barang 

tersebut di bawah kekuasaan nyata atau barang tersebut berada di luar kekuasaan 

pemiliknya. Mengambil saja belum merupakan pencurian, karena harus seluruhnya 

atau sebagian kepunyaan orang lain, dan pengambilan tersebut harus dengan 

maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik. Pengertian 

mengambil dalam bahasa Indonesia lebih tepat jika dibandingkan dengan 

pengertian menurut hukum atau Pasal 362 KUHPidana. 

Dalam kamus hukum penadahan diartikan menerima, membeli, menukar 

barang yang berasal dari suatu kejahatan dan dapat dipersalahkan ikut membantu 

dalam suatu kejahatan. 

Tindak pidana penadahan telah diatur didalam Bab XXX dari buku II 

KUHP sebagai tindak pidana pemudahan. Menurut Satochid Kartanegara, tindak 

pidana penadahan disebut tindak pidana pemudahan, yakni karena perbuatan 

menadah telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang 

meungkin saja tidak akan ia lakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia 

menerima hasil kejahatan. 

Demikian juga Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum 

dan HAM RI di dalam Bab XXXI dari usul rancangannya mengenai Buku II dari 

KUHP yang baru ternyata telah bermaksud untuk memasukkan tindak pidana 

penadahan ke dalam pengertian suatu jenis tindak pidana baru yang disebutnya 

sebagai pertolongan jahat. Tindak pidana penadahan merupakan tindak pidana atau 

“strafbarfeit” yang menurut Muhammad Ali, asal kata tadah berarti menampung, 

menadah, penadah, orang yang menerima barang gelap atau barang curian, 

sehingga penadahan berarti perbuatan menampung.  

Suatu tindak pidana dapat menimbulkan suatu kerugian bagi korbannya 

dimana selalu ada hal yang mendasari atau yang menjadi sebab yang melahirkan 

suatu akibat. Pada penjelasan dengan menggunakan logika deduktif, tindak pidana 

dapat terjadi apabila terdapat suatu perbuatan oleh seseorang yang mengarah pada 

timbulnya akibat hukum bagi pelaku tindak pidana tersebut, yaitu sebagai bentuk 

pertanggungjawaban yang diberikan atas perbuatannya. 
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 Bagi para pelaku tindak pidana penadahan, penyebab dilakukannya suatu 

delik tersebut lebih mengarah kepada untuk memperoleh atau menarik keuntungan 

bagi dirinya sendiri atau orang lain dengan jalan melakukan “pertolongan jahat”, 

akan tetapi, maksud “pertolongan jahat” ini bukan berarti “membantu melakukan 

kejahatan” (medeplichtigheid) seperti dimaksud Pasal 55 KUHP. Penadahan 

digolongkan sebagai salah satu pemicu orang-orang untuk melakukan kejahatan. 

Karena dapat dikatakan bahwa kebanyakan dari hasil barang-barang curian justru 

untuk dijual kembali agar memperoleh keuntungan berupa uang, sebagaiman telah 

diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.  

Salah satu gejala sosial yang akhir-akhir ini meningkat adalah terjadinya 

tidak pidana pencurian dan penadahan. Kejahatan pencurian kendaraan selama 5 

tahun terakhir ini mengalami peningkatan yang cukup meresahkan masyarakat. 

Sasaran kejahatan pencurian kendaraan bermotor ini adalah kebanyakan kendaraan 

bermotor yang beroda dua. 

Terhadap hasil pencurian kendaraan bermotor ini selanjutnya oleh pelaku 

dijual kembali kepada seorang penadah yang telah terbiasa menerima hasil 

pencurian maupun kepada pemeilik bengkel-bengkel kendaraan bermotor yang 

telah memiliki kerjasama sebelumnya. Para pelaku kejahatan menggunakan 

berbagai cara dalam melakukan aksi kejahatannya agar kejahatan tersebut berhasil.  

Cara-cara pelaku kejahatan melakukan aksinya tersebut dinamakan dengan 

modus operandi. Seiring dengan berkembangnya zaman, modus operandi pelaku 

kejahatan pun imut mengalami perkembangan, dari modus opreandi yang bersifat 

tradisional/sederhana menjadi modus operandi yang modern. 

Di dalam kehidupan masyarakat, setiap harinya terdapat penyimpangan-

penyimpangan terhadap norma-norma pergaulan hidup terutama terhadap norma-

norma hukum. Penyimpangan norma hukum ini dalam masyarakat disebut dengan 

kejahatan. Sebagai salah satu penyimpangan dari norma pergaulan hidup manusia, 

kejahatan merupakan masalah sosial yaitu masalah yang timbul ditengah-tengah 

masyarakat dimana pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat itu sendiri. 

Dalam kehidupan sehari-hari, faktor ekonomi memegang peranan penting 

untuk menentukan arah hidupnya. Perubahan dan perbedaan dalam kesejahteraan 
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sosial ekonomi menimbulkan banyak konflik yang mendorong orang melakukan 

kejahatan. Kemisikinan memang selalu berhubungan erat dengan situasi ekonomi 

kemasyarakatan dan ini secara relatif sangat mempengaruhi terhadap 

perkembangan kejahatan. 

Hidup manusia tidak lepas dari ekonomi, baik yang tinggal di perdesaan 

maupun diperkotaan, karena tekanan ekonomi dan minimnya pendidikan, 

seseorang tanpa pekerjaan tetap sulit untuk memperoleh penghasilan yang layak 

guna menyambung hidupnya, maka cara yang paling mudah adalah melakukan 

pencurian atau mencuri. 

Ditambah dengan sifat konsumerisme manusia dalam membelanjakan 

uangnya, daya tarik kota yang menampilkan beragam mode, menarik seseorang 

untuk mengikuti mode yang ada, tanpa terlebih dahulu mengukur kemampuan 

ekonomi orang tuannya/dirinya. Adanya perbedaan yang mencolok antara yang 

kaya dengan yang miskin, juga merupakan faktor pendorong terjadinya pencurian. 

Akibat sulitnya keadaan ekonomi yang terjadi di Indonesia sekarang ini, 

sehingga mengakibatkan minimnya lapangan pekerjaan yang baik bagi orang-orang 

yang sudah seharusnya menjadi tenaga kerja, sehingga untuk memenuhi 

kebutuhannya sangat sulit sekali, hal ini yang mengakibatkan seseorang itu 

mengambil jalan pintas dengan melakukan tindak pidana pencurian terhadap 

kendaraan bermotor, demikian juga halnya terjadi terhadap orang-orang yang 

melakukan penadahan, demi untuk mencari untung yang besar sehingga melakukan 

tindakan-tindakan secara melawan hukum. 

Penggunaan sarana penal atau hukum pidana dalam suatu kebijakan 

kriminal di Indonesia sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan atau tindak 

pidana kejahatan penadahan kendaraan hasil tindak pidana pencurian untuk saat 

sekarang ini sangatlah tepat digunakan. Karena penggunaan sarana penal lebih 

menitik beratkan pada sifat represifnya yang berarti keseluruhan usaha/kebijakan 

yang diambil sesudah atau pada waktu terjadinya suatu kejahatan atau tindak 

pidana. Hal ini diadakan dengan tujuan agar kejahatan tidak terulang lagi atau 

paling tidak diperkecil kualitas dan kuantitasnya.  
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Upaya penanggulangan kejahatan penadahan kendaraan hasil tindak pidana 

pencurian, instansi Pemerintah dalam hal ini Polisi beserta jajarannya selalu tetap 

konsisten melakukan beberapa kegiatan preventif maupun represif. Tindakan 

represif yang dilakukan oleh Polisi sebagai lembaga penyidik merupakan upaya 

penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman faktual dalam tindak pidana 

pencurian oleh orang-orang yang tidak berhak dan tidak bertanggung jawab.  

KESIMPULAN 

Pengaturan hukum tindak pidana penadahan sepeda motor hasil pencurian 

menurut hukum yang berlaku di Indonesia diatur dalam Pasal  480 KUHP. 

Seseorang dapat dikatakan sebagai penadah barang curian jika memenuhi unsur 

Pasal 480 KUHP yakni membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima 

hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, 

menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, 

yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan 

penadahan. 

Upaya penanggulangan tindak pidana penadahan sepeda motor hasil 

pencurian adalah upaya pre-emtif, upaya represif, dan upaya preventif. Upaya pre-

emtif merupakan upaya pencegahan kejahatan untuk pertama kali. Upaya represif 

merupakan upaya yang penanganan kejahatannya sudah terjadi dan upaya preventif 

yaitu upaya penanggulangan kejahatan dengan memberi sanksi pidana kepada 

pelakunya dan harus dipandang sebagai tindakan yang mendesak untuk segera 

dilaksanakan dengan melakukan kerjasama dengan instansi terkait seperti Lembaga 

Swadaya Masyarakat (LSM), instansi pemerintahan dan melakukan kerjasama 

degan masyarakat. 

Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 767/Pid.B/2022/PN Lbp 

adalah seluruh unsur 480 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana telah 

terpenuhi serta tidak ada alasan pembenar dan pemaaf, sehingga dinyatakan 

bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang meringankan 

terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan, terdakwa 

menunjukkan sikap menyesali perbuatannya. Hal yang memberatkan adalah 

perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat.  

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/nprt/38/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29
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